SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Menimbang

Mengingat

DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,
bahwa Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum
Daerah Kota Banjar telah ditetapkan dengan Peraturan
Wali Kota Nomor 67 Tahun 2022;
bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah
diperlukan prinsip dasar dalam menyusun dan
menyajikan  laporan  keuangan untuk  memenuhi
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran, antar periode maupun antar entitas sehingga
Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2022 Kebijakan
Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Kota Banjar
dilakukan penyesuaian dan dicabut;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (4) dan ayat
(5) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan
dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak
mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan
menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Kebijakan
Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah di Kota Banjar;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesi Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4246);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
06757);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentangPerubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita
Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 12) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali
Kota Banjar Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun
2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 98);
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 26)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Banjar Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 37);



Menetapkan

20.

21.

22.

23.

Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pola
Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 26)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola
Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita
Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 37);

Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pola
Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun
2022 Nomor 73);

Keputusan Wali Kota Nomor 445/Kpts.146-RSUD/2011
tentang Rumah Sakit Umum Daerah Banjar Dengan
Status Penuh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 440/125/2018
tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota
Banjar;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KOTA
BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1l

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.

Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit
Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kota Banjar.
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Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU
adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat
inap, rawat jalan, dan gawat darurat di daerah.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di
wilayah kerjanya.

Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah
yang selanjutnya disebut dengan Kebijakan Akuntansi
BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data
transaksi, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi dan operasi Badan Layanan Umum
Daerah.

Entitas Akuntansi adalah unit Perangkat Daerah yang
wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut
ketentuan  peraturan perundang-undangan  wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan.

Laporan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD RSU
dan BLUD UPTD Puskesmas atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang
menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja,
transfer, surplus/defisit dan  pembiayaan, sisa
lebih /kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang
selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL
tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih
(SAL) awal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA),
koreksi dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
pemerintah yaitu Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada
tanggal tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
seluruh  kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban
dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan
periode sebelumnya.
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Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas
selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat
LPE adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas
awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disingkat CalLK adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau
Analisa atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka
pengungkapan yang memadai.

Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang
dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk
memberikan  keyakinan yang memadai dalam
pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan, dan kehandalan
penyajian laporan pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai
panduan bagi BLUD RSU dan BLUD UPTD Puskesmas
dalam menyelenggarakan metode dan proses pencatatan
dan penyusunan Laporan Keuangan sehingga Laporan
Keuangan dapat disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini, agar BLUD
RSU dan BLUD UPTD Puskesmas dapat menyajikan
laporan atau informasi keuangan BLUD yang akurat,
transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi keuangan BLUD merupakan acuan
dalam penyusunan Laporan Keuangan pada BLUD RSU dan
BLUD UPTD Puskesmas.



(1)

(2)

Sistematika penyusunan kebijakan akuntansi

Pasal 4

pada

BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri

atas:

a. Kebijakan Akuntansi pada BLUD RSU, meliputi :

1.

Bagian I

2. Bagian Il

3. Bagian IlI

4. Bagian IV

5. Bagian V

Kebijakan Akuntansi :

BAB I : Pendahuluan

BABII : Kebijakan Akuntansi
Prosedur Akuntansi :

BAB I : Pendahuluan

BABII : Kas dan Setara Kas

BABIII : Piutang
BAB IV : Persediaan
BABYV : Aset Tetap
BAB VI : Utang

Kode Akun :

BAB I : Kode Akun Standar

BABII : dan Deskripsi
Penjelasan Kode
Akun

Pembukuan :

BAB : Pendahuluan

BABII : Jurnal Standar

Laporan Manajemen :

BAB 1 : Pendahuluan

BABII : Jenis Laporan
Manajemen

b. Kebijakan Akuntansi pada BLUD UPTD Puskesmas,
meliputi:

XN RO

pendahuluan;

kebijakan akuntansi pelaporan keuangan;

kebijakan akuntansi pendapatan;

kebijakan akuntansi belanja dan beban;

kebijakan akuntansi aset;
kebijakan akuntansi kewajiban;
kebijakan akuntansi ekuitas; dan

koreksi  kesalahan, perubahan
akuntansi dan peristiwa luar biasa.

kebijakan

Uraian Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam
Lampiran | dan Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan

Wali

Kota Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kebijakan

Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah
Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 6 Januari 2023
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 6 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

uai dengan aslinya, [/

[

/

/

BERITA DAERAH KOTA BANJ‘AR TAHUN 2023 NOMOR 4

L/‘

IAN HUKUM, |

ARUNA, SH.,M.AP

10503 200604 1 010




